BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.758, 2016 KEMENKEU. Dana. Pelayanan Publik. Angkutan
Kereta Api Kelas Ekonomi. Penyediaan, Pencairan
Pertanggung jawaban. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84/PMK.02/2016
TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG
ANGKUTAN KERETA API KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan
publik bidang angkutan kereta api kelas ekonomi, telah
dialokasikan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan
publik bidang angkutan kereta api kelas ekonomi dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara,
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
berwenang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan
anggaran bagian anggaran bendahara umum negara

untuk belanja subsidi;
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Mengingat

c. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai tata
cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban
dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik
bidang angkutan kereta api kelas ekonomi, telah
ditetapkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor
172/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang
Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi;

d. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan
penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana
penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang
angkutan kereta api kelas ekonomi, perlu mengatur
kembali tata cara penyediaan, pencairan, dan
pertanggungjawaban dana penyelenggaraan kewajiban
pelayanan publik bidang angkutan kereta api kelas
ekonomi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.02/2013 tentang
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban
Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas

Ekonomi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban
Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas

Ekonomi;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5423);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
BIDANG ANGKUTAN KERETA API KELAS EKONOMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik
adalah dana yang disediakan sebagai kewajiban
Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan
kereta api kelas ekonomi kepada masyarakat dengan tarif
yang terjangkau.

2. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara atau
badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk
perkeretaapian.

3. Kewajiban Pelayanan  Publik adalah  kewajiban
Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan
kereta api kelas ekonomi kepada masyarakat dengan tarif
yang terjangkau.

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh
kuasa pengguna anggaran.

5. Rekening Dana Cadangan adalah rekening milik Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang

digunakan untuk menyimpan Dana Cadangan.

Pasal 2
(1) Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta
api kelas ekonomi kepada masyarakat dengan tarif
terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan kewajiban
pelayanan publik.
(2) Untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan Dana
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Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang
Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

(3) Tata cara penyediaan Dana Penyelenggaraan Kewajiban
Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas
Ekonomi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan
mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan
penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara
umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan

anggaran bendahara umum negara.

Pasal 3

(1) Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik
Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Perubahan.

(2) Berdasarkan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diterbitkan DIPA BUN sesuai ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi
anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan
pengesahan  daftar isian pelaksanaan anggaran
bendahara umum negara.

(3) DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran Dana
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang

Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

Pasal 4
(1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara menunjuk Direktur
Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan,
selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyelenggaraan
kewajiban pelayanan publik bidang angkutan kereta api

kelas ekonomi, yang selanjutnya disebut dengan KPA.
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